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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2020/PA.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxxx,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bandung,  04  Februari  1981,

agama  Islam,  pekerjaan  Guru.,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  Kampung  Sumber

Harapan Sp 3, RT 013, RW 004, Distrik Tanah

Miring,  Kabupaten  Merauke,  Provinsi  Papua,

sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bondowoso, 20 Juli 1970, agama

Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat

kediaman Kampung Sumber Harapan Sp 3, RT

013, RW 004, Distrik Tanah Miring, Kabupaten

Merauke,  Provinsi  Papua,  dan sekarang tidak

diketahui  alamatnya  didalam  maupun  diluar

wilayah Republik Indonesia, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02

Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada hari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  127/Pdt.G/2020/PA.Mrk,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.Bahwa  pada  tanggal  09  April  1997,  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

 melangsungkan pernikahan  di hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

 Urusan Agama  Distrik  Merauke, Kabupaten  Merauke,  sebagaimana

 Kutipan  Akta  Nikah nomor:  28/16/IV/1997,  tanggal 21 April  1997;

2. Bahwa sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan  Sighat Taklik Talak; 

3.  Bahwa setelah pernikahan tersebut,  Penggugat dengan Tergugat  kumpul

bersama sebagai suami   isteri  di Kampung   Sumber   Harapan   Sp 3, RT

013,  RW 004,  Distrik Tanah  Miring, Kabupaten Merauke,  Provinsi Papua; 

4.  Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  dikaruniai  tiga  orang  anak  yang

bernama:

a)   Nur Fadilah, Perempuan, berumur 21  tahun; 

b)  Ahmad Elsan, Laki-laki,  berumur 17 tahun; 

c)   Syihab A'ainur Ridho,  Laki-laki,  berumur 7 tahun; 

Dan Saat ini ketiga orang anak dalam asuhan Penggugat; 

5. Bahwa  pada awal  pernikahan  Penggugat  dan Tergugat  sudah tidak  rukun

dan  harmonis kemudian pada Tahun 2017 Tergugat dan Penggugat terjadi

selisih/salah  paham; 

6. Bahwa  pada tanggal  18 Agustus  2018 Tergugat meminta   izin   kepada

 Penggugat  untuk berziarah ke makam orang tua (Tergugat) di Bondowoso,

Jawa Timur.  Setelah kepergian Tergugat  tersebut,  pada bulan November

 2018   Tergugat   sudah tidak  memberikan   nafkah untuk  Penggugat  dan

anak-anak serta antara Tergugat   dan Penggugat sudah tidak pernah ada

komunikasi hingga saat ini; 

7.  Bahwa  selama  kepergian  Tergugat  tersebut,   Penggugat  tetap  menjaga

dirinya dengan   baik dan untuk kehidupan Penggugat selama ini  dibantu

oleh kakak Penggugat; 

8.  Bahwa  Tergugat   telah   melanggar   sighat  taklik   talak  yang   diucapkan

 sesaat  setelah  akad nikah, oleh karena itu  Penggugat  merasa keberatan

dan  tidak  ridha   bersuamikan  Tergugat  dan   Penggugat   bersedia

 membayar  uang  iwadh  sejumlah  Rp. 10.000,-   (sepuluh   ribu rupiah);

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
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Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9.  Bahwa   dengan   keadaan   rumah  tangga   seperti  dijelaskan  diatas

 Penggugat  sudah  tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

bersama  Tergugat  untuk  membina  rumah  tangga  yang  bahagia  dimasa

yang akan datang; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Merauke  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;  

3. Menjatuhkan   talak   satu  khul'i  Tergugat   (Saman bin   Sahri) 

 terhadap   Penggugat  (Xxxxxxxx)  dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,-

(sepuluh ribu rupiah);  

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  

 Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,  mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan

yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  upaya  perdamaian  dan  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan

karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan; 

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh  karena  Tergugat atau  kuasanya  yang  sah  tidak  pernah

hadir di persidangan, maka jawaban  Tergugat atas gugatan  Penggugat tidak

dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2020/PA.Mrk
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Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Foto kopi Duplikat Akta Nikah nomor :  470/87/VII/2012, tertanggal 13

Oktober  2020,  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Distrik

Jagebob, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,  lalu  oleh

Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi  1,  Ade  Putri  binti  Amir  Syam,  umur  21  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di RT.17, RW.04,

Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke,  Kabupaten Merauke,  di  bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai

Tante Kandung Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah

sejak 12 Juli 2011;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Tergugat di Kampung Blanding Kakayo, Distrik Jagebob,

Kabupaten Merauke;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak

;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam

keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2018 rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  dikarenakan

Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih  dan  berbeda  pendapat

yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  karena  orang  tua  Tergugat  suka

mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

hal  mengurus  Tergugat,  dan  Penggugat  selalu  berbeda  pendapat

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2020/PA.Mrk
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dengan orang tua Tergugat,  dan Tergugat lebih berpihak ke orang

tua Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Oktober 2018 Penggugat di pulangkan ke rumah orang

tua Penggugat di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten

Merauke,  oleh  keluarga  Tergugat  dikarenakan  sudah  tidak  ada

kecocokan  lagi  antara  orang  tua  Tergugat,  Tergugat,  terhadap

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1

tahun lamanya;

Saksi  2,  Indra  Cahyono  bin  Suwandi,  umur  20  tahun,  agama  Islam,

pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal  di  RT.16, RW.01,

Kampung Waninggap Kai, Distrik Semanga, Kabupaten Merauke di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai

Tante Kandung Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  yang  sah

sejak 12 Juli 2011;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Tergugat di Kampung Blanding Kakayo, Distrik Jagebob,

Kabupaten Merauke;  

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak

;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam

keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2018 rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  goyah  dikarenakan

Penggugat  dan  Tergugat  sering  berselisih  dan  berbeda  pendapat

yang menyebabkan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat  dan  Tergugat  karena  orang  tua  Tergugat  suka

mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2020/PA.Mrk
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hal  mengurus  Tergugat,  dan  Penggugat  selalu  berbeda  pendapat

dengan orang tua Tergugat,  dan Tergugat lebih berpihak ke orang

tua Tergugat;

- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Oktober 2018 Penggugat di pulangkan ke rumah orang

tua Penggugat di Kampung Wenda Asri, Distrik Jagebob, Kabupaten

Merauke,  oleh  keluarga  Tergugat  dikarenakan  sudah  tidak  ada

kecocokan  lagi  antara  orang  tua  Tergugat,  Tergugat,  terhadap

Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1

tahun lamanya;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  mendalilkan telah  menikah dengan

Tergugat pada tanggal 5 April  2000 dan ikatan perkawinan tersebut tidak

pernah putus hingga saat ini dan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat

telah melanggar sighat taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai

legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa  Tergugat kediaman dahulu bertempat tinggal  di

Jalan Biak,  RT 004,  RW 001,  Distrik Merauke,  Kabupaten Merauke, dan

sekarang  tidak  diketahui  alamatnya  yang  jelas  dan  pasti,  baik  di  dalam

maupun  di  luar  wilayah  Republik  Indonesia,  sehingga  Tergugat  telah

dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal

139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak

pula menyuruh orang lain  untuk hadir  sebagai  wakil/kuasanya yang sah,

serta  tidak  ternyata  bahwa  ketidakhadirannya  itu  disebabkan  oleh  suatu

halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan

patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan

gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sebagaimana maksud Pasal

149 ayat 1 R.Bg; 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan

maka  proses  mediasi  dalam  perkara  ini  tidak  dapat  dilaksanakan,  akan

tetapi  Majelis  Hakim  tetap  berusaha/mendorong  untuk  mendamaikan

dengan  memberikan  nasehat  kepada  Penggugat  agar  tetap  rukun  dan

bersabar  menunggu  Tergugat  kembali,  hal  ini  sesuai  dengan  ketentuan

Perma Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7

tahun  1989  jo.  Pasal  143  Kompilasi  Hukum  Islam,  akan  tetapi  nasehat

tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

yaitu  putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang  berdasarkan  hukum  dan  beralasan,  oleh  karena  itu  Majelis

Hakim  membebani  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,

apakah beralasan atau tidak;

Menimbang,  bahwa  sebelum  mengajukan  bukti-bukti  alasan

perceraian, perlu terlebih dahulu Penggugat membuktikan dalil keabsahan

perkawinannya;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  dipersidangan  telah  menggajukan

bukti tertulis yang diberi tanda bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah).

Bukti  tersebut  dikeluarkan  dan  ditanda  tangani  oleh  pejabat  yang

berwenang  untuk  itu  dan  isinya  menerangkan  bahwa  Penggugat  dan

Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah sah. Dan
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Tergugat menandatangani sighat ta’lik talak. Bukti tersebut relevan dengan

dalil Penggugat. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

formal dan materil,  yaitu berupa akta autentik dan alat bukti  tersebut sah

sebagai alat bukti yang memilki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  alasan  perceraiannya,

Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang,  bahwa  kedua  saksi  Penggugat  sudah  dewasa  dan

sudah  disumpah,  sehingga  memenuhi  syarat  formal  sebagaimana  diatur

dalam Pasal 1062 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena saksi pertama

dan saksi  kedua Penggugat  mengetahui  secara  langsung Tergugat  telah

pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah

kembali lagi kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat

telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014 tanpa adanya kabar dan berita

dari  Tergugat  tentang  keberadaannya  hingga  sekarang,  Tergugat  tidak

pernah  lagi  memberikan  nafkah  wajib  kepada  Penggugat,  dan  Tergugat

telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat sebagai istrinya sejak

perginya tersebut  pada  tahun 2014  sampai  sekarang  sudah 8  (delapan)

tahun lamanya. Fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri

dan  relevan  dengan  dalil  yang  harus  dibuktikan  oleh  Penggugat,  Oleh

karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

sebagaimana  telah  diatur  dalam  Pasal  308  ayat  1  R.Bg.  sehingga

keterangan  kedua  saksi  tersebut  memilki  nilai  pembuktian  dan  dapat

diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang,  bahwa  keterangan  kedua  saksi  Penggugat  saling

bersesuaian dan cocok antara keterangan yang satu dengan keterangan

yang lain mengenai terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan

Tergugat,  dan  Penggugat  sudah berusaha  mencari  keberadaan Tergugat

namun sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya; oleh

karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal

Pasal 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.127/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,  bahwa dari  serangkaian hal-hal  yang di  dalilkan oleh

Penggugat  dihubungkan  dengan  pembuktian  perkara  aquo antara  satu

sama lainnya, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

1.  Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

2.  Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik

talak;

3.  Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama

6 (enam) tahun lamanya secara berturut-turut.  Selama itu,  Tergugat  tidak

pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, dan Tergugat juga telah

membiarkan (tidak diperdulikan) Penggugat;

4.  Bahwa  sampai  sekarang  yang  sudah  mencapai  6  (enam)  tahun,

Tergugat  tidak  pernah  kirim  kabar  atau  berita  sehingga  Tergugat  tidak

diketahui lagi keberadaannya;

5.  Bahwa  selama  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal,

Penggugat masih menjaga dirinya dengan baik;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  hukum tersebut,  maka

dapat  dinyatakan  terbukti  bahwa  Tergugat  tidak  memberi  nafkah  wajib

kepada Penggugat, serta Tergugat telah membiarkan Penggugat selama 8

(delapan) tahun lamanya dan sampai sekarang Tergugat tidak diketahui lagi

keberadaannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut,  terbukti

bahwa  Tergugat  telah  mengucapkan  sighat  taklik  talak  yang  bunyinya

sebagaimana  tercantum  di  dalam  Kutipan  Akta  Nikah  Penggugat  dan

Tergugat,  dengan  demikian  Tergugat  terikat  oleh  sighat  taklik  talaknya

sedangkan  Penggugat  menyatakan  tidak  ridho  atas  perbuatan  Tergugat

yang  telah  melanggar  sighat  taklik  talak  yang  dibaca  Tergugat  sesaat

setelah  akad  nikah  pada  tanggal  24  November  2011,  dan  kemudian

Penggugat juga sudah membayar uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh

ribu  rupiah)  sebagai  iwadl (pengganti)  yang  diserahkan  melalui  Majelis

Hakim sebagai  Kuasa penerima untuk  diserahkan kepada Baznas Pusat

untuk keperluan ibadah sosial, maka Majelis Hakim menilai telah jatuhlah

talak Tergugat kepada Penggugat;
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Menimbang, bahwa Penggugat selama terikat tali perkawinan dengan

Tergugat,  masih menunjukkan sikapnya yang baik, namun demikian isteri

mana yang mau terus-menerus diperlakukan oleh suaminya seperti itu, jika

digantung  tanpa  status  yang  jelas  dan  selama  Tergugat  pergi  sampai

sekarang Tergugat tidak ada kabar dan berita tentang keberadaannya;

Menimbang,  bahwa  selama  Penggugat  tidak  didampingi  Tergugat

sebagai  suami  sebagaimana  layaknya  suami  isteri,  secara  kejiwaan

Penggugat telah disakiti oleh Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat

tidak  bahagia  dalam  mengarungi  bahtera  rumah  tangganya  dengan

Tergugat,  ditambah lagi Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah

wajibnya  kepada  Penggugat,  dan  Tergugat  juga  sudah  membiarkan

Penggugat selama 8 (delapan) tahun tanpa ada nafkah maupun kabar berita

dari  Tergugat  sehingga  sempurnalah  penderitaan  Penggugat  selama

berpisah dengan Tergugat tersebut;

Menimbang,  bahwa  pasangan  suami  isteri  mana  yang  mau

mempertahankan rumah tangganya, bila hidup terpisah terus menerus, oleh

karena itu gugatan Pengugat sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan:

a. Firman Allah SWT Q.S. Al Isro’ ayat 34 yang berbunyi:

مَسْئئول      كاَنَ العَْهْدَ إإنَ بإالعَْهْدإ وا وَأوَْفئ
Artinya: “…  dan  penuhilah  janji,  sesungguhnya  janji  itu  pasti
diminta pertanggungan jawabnya”

b. Qaidah fiqhiyyah dalam Kitab  Syarkawi Alat Tahrir halaman 340

yang diambil  alih sebagai pendapat Majelis  Hakim  sendiri,  yang

berbunyi sebagai berikut:

عمل       بوجودها وقع بصفة طلقا علق ومن

اللفظ  بمقتض
Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu
keadaan,  maka  jatuhlah  talaknya  itu  dengan  adanya  keadaan
tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya.”
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa

Tergugat  telah melanggar  sighat  taklik  talak angka 2  (dua)  dan angka 4

(empat) yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya

mengenai alasan perceraian yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Sighat taklik

talak angka 2 dan 4, oleh karena itu gugatan Penggugat agar dijatuhkan

talak satu khul’i  Tergugat  terhadap Penggugat  adalah beralasan menurut

hukum, karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana tersebut di atas dan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1)

R.Bg., maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk berperkara telah

mengajukan  permohonan  untuk  diberi  bantuan  pembayaran  biaya

perkara/pembebasan  biaya  perkara  dan  permohonan  tersebut  telah

diperiksa  dan  dikabulkan  oleh  Ketua  Pengadilan  Agama  Merauke

sebagaimana  Penetapan  Ketua  Pengadilan  Agama  Merauke  Nomor

106/Pdt.G/2020/PA.  Mrk., tanggal  12  Maret  2020,  hal  ini  telah  sesuai

dengan maksud PERMA  Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan

Hukum  bagi  Masyarakat  Miskin  di  Pengadilan  serta  surat  Edaran

No.0508.a/DJA/HK.00/III/2014 tentang  petunjuk  tekhnis  PERMA Nomor  1

Tahun  2014  sehingga  segala  biaya  yang  timbul  dalam  perkara  ini

dibebankan kepada Negara;

Menimbang dan mengingat  serta  memperhatikan segala ketentuan

perundang-undangan  yang  berlaku  dan  Hukum  Islam  yang  berkaitan

dengan perkara ini;

M E N G A D I L I
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1.  Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 

3. Menyatakan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi; 

4. Menjatuhkan  talak  satu  Khul`i  Tergugat  (xxxxxxx)  terhadap  Penggugat

(xxxx) dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);  

5.    Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh  enam ribu rupiah); 

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Merauke  pada  hari  Selasa tanggal  10  November  2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal  24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh  Awaluddin Nur

Imawan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna

Safitri,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan  tersebut

diucapkan pada hari  itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S. HI

sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota 

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H.

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sarko, S. HI

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
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-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 310.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 5.000,00

-  Meterai : Rp                6.000,00  

J u m l a h : Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).
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